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Setiap Kampus Wajio Punya Satgas Penceqahan Kekerasan Seksual

ANGGOTA Komisi X DPR
Reni Astuti mendorong Kemen-
terian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi (Kemendikii-
saintek) mengevaluasi Peraturan
Mendikbudristek Nomor 53
Tahun 2024 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di
Perguruan Tinggl. Pasalnya,
kasus kekerasan seksual (ermyata
masih banyak bermunculan,
"D sinilah pentingnya pe-
npawasan dan evaluasi terhadap
implementasinya di lapangan,”
ala Reni, dalam keterangannya,
Kais (23/4/2026).
Menurutnya, setiap perguruan
tingei wajib membentuk Satuan
Tugas (Satgas) Pencegahian dan
Penanganan Kekerasan, Berdasar-
kandlata lahun 2026, tercatat seban-
yitk 123 Perguruan Tinggi Negerd
(PTN) dan 2.551 Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) telah memiliki satgas.
Hasilnya, sebanyak 3.301 Laporan
pengaduan masuk pada 2025
“Kita bersyukur jumlah penge-
anini sedikit dibandingkean deng-
an jumlah Sagas yang mencapai
2700 urdl," wjar politikus PKS ini.
Namun, angka tersebut tidak
bisa menjadi salu-satunya ukuran
keberhasilan. Dikhawatirkan
masih banyak kasus kekerasan
ying belum dilaporkan ke Satgas.

Karenaitu, Satgas di setiap kam-
pus berguna menangani laporan
secara serfus, tuntas, dan idak
merupikan korban.

Anggota Komisi VIII DPR
Atalia Praratya menambahkan,
meningkatnya kasus kekerasan
sehsual di |1Ilgkl.1[igdll kampus
merupakan sinyal peringatan
bagi semua pihak agar tidak
menganggap lumrah segala
bentuk kekerasan Scksual

“Saya sedih sekali ketika in-
stitusi yang kita sebut intelekual
Justru terbuka dengan hal-hal
seperti int.” ujar Atalia di Ja-
arta, Kamis (23/4/2026).

Dia berharap, terbukanya ka-
sts-kasus tersebut ke publik da-
pal menjadi momentum penting
untuk mendorong korban agar
lebih bieran berbieara dan mela-
porkin apa yang mereka alami.
Karena itu, semua orang tidak
boleh menormalisast kekerasan
seksual, apalagt dengan alasan
bercanda. "Bahkan catcalling pun
ilu adalah hal yang salah.” tegas
politikus Golker ini.

Diketahui, catcalling adalah
bentuk pelecehan seksual di
ruang publik yang berupa siulan,
panggilan, komentar bernada
seksual, atau gestur menggoda
yang tidak diinginkan. Perilaku
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Reni Astuti

ini scring Kali terjadi di jalanan
alau fasilitas umumdan ditujuken
untok mengomentari peramypilan
[isik seseorang yang membual
korban merasa tidak nyaman,
terancam; dan tidak dihargai.
AMalia mengaku senang dengan
meningkatnya kesadaran masya-
rakat, lerutamnia o Kalamgan maha-
siswa yang mulad menunjokan si
Kaptegasterhadap pelaku kekerasan
sitksusal. Respons publik vang idak
memnberikan toleranst merupekan
langkah positf dalam menciplakan
linghoungan yang lebih aman,
“Ketika mahasiswa berani
miarah dan mengecam pelaky, ite
hal yang bagus karena menun-
jukkan tindakan tersebut tidak

| ditoleranst,” imbuhnya.

Selain itu, Atalia ingin menja-
dikan kasus-kasus yang mencual
sebagai pembelgjaran bersama
agar masyarakal memahami ba-
tasan perilaku yang termasuk
dlalam kategor kekerasan sekstal.

“Ini harus menjadi momentum
untuk memahami mana yang
baletdan tidak bolch, serta baggi-
mina kila saling menjaga agar
liclak ada lagikorban berikutnya,
Jata legislator asal Bandung ini.

Sementara, Pelaksana Tugas
Inspektur Jenderal (PIt Irjen)
Kemendiktisaintek, Nur Syarifah,
mengungkapkan ren peningkatan
laporan kasus kekerasan seksual
dli kampus dalam beberapa tahun
terakhir. Hal ini menunjukkan
dampak dari menguatnya sistem
pelaporan dan penanganan.

Mermurut Nur, saat ini ada ke-
wajiban pembentukan salgas yang
Iobih luas dar akiif di perguruan
linggt, sehingpa membuat kanal
pelaporan menjadi [ebib ter-
buka dan responsif, ' Peningkatan
laporan juga dipengaruhi oleh
keberanian dan kepercayaan
korban kalau kasus mereka akean
diproses,” kata Nur di Jakarta,
Kamis (23/4/2026).

Sebelum hadimya Undang
-Unding Tindak Pidana Ke-

kerasan Seksual (TPKS), jelas
Nur, Pemerintah telah lebth dulu
menerbithan Permendikbudristek
Nomor 30 Tahun 2021 yang ber-
fokus pada kekerasan seksual
Narmun, dinamika di lapangan
menunjukkan kekerasan di kam-
pus tidak hanya terbatas pada satu
bentuk tapt banyak.

Karena itu, regulasi diperbaha-
i melalui Permendikbudristek
Nomor 55 Tahun 2024 tentang
Penceaahan dan Penanganan Ke-
erasan ci Perguruan Tinggi.

Di dalam beleid i, terdapat
eriam bentuk hekerasan. Yaitu,
kekerasan fisk, kekerasan pikis,
perundungan, kekerasan seksual,
diskrirrnasi dantoleransi, kebijak-
an yang mengandung kekerasan,

Nur menegaskan, kekerasan
pada dasarnya merupakan indak
pidana. Namun, Permendikbu-
dristek Nomor 35 tahun 2024,
(elah mengatur penanganannya
dalam ranah administratif. Hal
ini untuk memastikan kampus
(elap menjadi ruang aman bagi
civitas akademika.

"Tika ditermkan indikasi tindak
piddarta bierat, satgas akan mendo-
rong korban untuk melapor ke
aparat penegak hukum (APH),

sekaligus memberikan pendam-

pingan,” pungkasnya. m TiF
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